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Abstrak 

Perkembangan kendaraan otonom berbasis Artificial Intelligence (AI) menimbulkan 
persoalan baru dalam hukum pidana, khususnya mengenai penentuan pihak yang 
bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan akibat interaksi antara tindakan 
manusia dan kegagalan sistem teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

tantangan atribusi kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana 
terhadap kecelakaan kendaraan otonom berdasarkan hukum pidana Indonesia 

serta merumuskan model pertanggungjawaban yang menjamin asas kesalahan, 
kepastian hukum, dan perlindungan korban. Penelitian menggunakan metode 
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan 

hukum diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-
undangan, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum, kemudian dianalisis secara 
deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribusi 
kesalahan menghadapi tantangan berupa distribusi kendali antara pengguna, 

operator, produsen, pengembang, dan penyedia teknologi, kesulitan membuktikan 
hubungan kausalitas, serta karakteristik sistem AI yang bersifat black box. 
Penelitian ini menawarkan pendekatan Attribution Based on Distributed Control 
dengan menilai kendali, kewajiban hukum, prediktabilitas risiko, kemampuan 
intervensi, kausalitas, dan kesalahan. Pendekatan tersebut memungkinkan 

pertanggungjawaban diberikan secara proporsional kepada subjek hukum yang 
memiliki kendali dan kewajiban relevan terhadap risiko, tanpa menjadikan AI 
sebagai subjek pidana, sekaligus memperkuat perlindungan korban dan kepastian 
hukum. 

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kendaraan Otonom, Artificial 

Intelligence, Atribusi Kesalahan, Distributed Control 
 
Pendahuluan 

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong 

transformasi signifikan dalam sektor transportasi melalui hadirnya 

kendaraan otonom (autonomous vehicles) yang mampu menjalankan fungsi 

mengemudi dengan memanfaatkan sensor, kamera, radar, perangkat lunak, 

dan algoritma (Assagaf & Prasetiyo, 2026). Teknologi tersebut menawarkan 

potensi peningkatan keselamatan karena dapat mengurangi kesalahan 

manusia dalam mengemudi. Namun, penggunaan kendaraan otonom juga 
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menghadirkan persoalan hukum baru ketika keputusan yang dihasilkan 

sistem justru menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pada kendaraan 

konvensional, pengemudi merupakan pihak yang secara langsung 

mengendalikan kendaraan sehingga hubungan antara tindakan, kesalahan, 

dan akibat relatif mudah ditentukan (Muhajir et al., 2023). Sebaliknya, 

kendaraan otonom memungkinkan fungsi pengemudian dialihkan kepada 

sistem teknologi sehingga hubungan antara manusia, teknologi, dan akibat 

kecelakaan menjadi lebih kompleks. 

Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih dibangun terutama 

berdasarkan konstruksi kendaraan dan pengemudi manusia (Farizi & 

Kartika, 2026). Persoalan muncul ketika kendaraan dapat melakukan 

pengereman, perubahan arah, percepatan, atau pengambilan keputusan 

lainnya secara otomatis. Kecelakaan dapat disebabkan oleh tindakan 

pengguna, kegagalan sensor, kesalahan perangkat lunak, algoritma, 

pemeliharaan yang tidak memadai, maupun kegagalan pengawasan. Kondisi 

tersebut menyebabkan kemungkinan adanya lebih dari satu pihak yang 

mempunyai kontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Sementara itu, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana telah mengatur prinsip pertanggungjawaban berdasarkan 

kesalahan dan mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi 

belum menyediakan konstruksi khusus mengenai atribusi kesalahan dalam 

kecelakaan kendaraan otonom. 

Permasalahan utama kemudian berkaitan dengan penerapan asas 

geen straf zonder schuld atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang 

tidak dapat dipidana hanya karena memiliki kendaraan atau berada di 

dalam kendaraan ketika kecelakaan terjadi (Nurohim et al., 2025). Harus 

dibuktikan adanya kewajiban hukum, tindakan atau kelalaian, hubungan 

kausalitas, serta kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan (Krismiyarsi, 

2024). Persoalan menjadi semakin kompleks karena kendali terhadap 

kendaraan otonom dapat tersebar antara pengguna, operator, produsen, 

pengembang perangkat lunak, dan penyedia teknologi. Selain itu, 

karakteristik sistem AI yang kompleks dan black box dapat menyulitkan 
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penegak hukum dalam mengetahui bagaimana keputusan sistem dihasilkan 

dan pihak mana yang sebenarnya mempunyai kemampuan untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan (Brożek et.al, 2024). 

State of the art penelitian mengenai kendaraan otonom pada 

umumnya berfokus pada kebutuhan pembaruan regulasi, status hukum 

kendaraan otonom, serta pembagian tanggung jawab antara pengguna dan 

produsen. Namun, masih terdapat research gap mengenai mekanisme 

atribusi kesalahan pidana ketika kendali kendaraan tersebar di antara 

manusia dan sistem teknologi. Kekosongan tersebut berpotensi 

menimbulkan dua persoalan sekaligus, yaitu over-criminalization terhadap 

pengguna yang sebenarnya tidak memiliki kendali memadai dan liability gap 

ketika kegagalan teknologi tidak dapat dilekatkan kepada subjek hukum 

tertentu (Mangi, Butro & Memon, 2025). Penelitian ini menawarkan 

kebaruan melalui pendekatan Attribution Based on Distributed Control, yang 

menempatkan distribusi kendali sebagai dasar untuk menentukan pihak 

yang secara hukum relevan dimintai pertanggungjawaban. 

Berdasarkan pendekatan tersebut, atribusi kesalahan dilakukan 

dengan menilai distribusi kendali, kewajiban hukum, prediktabilitas risiko, 

kemampuan intervensi, hubungan kausalitas, dan kesalahan masing-

masing pihak. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak ditentukan 

semata-mata berdasarkan status seseorang sebagai pengguna, pemilik, 

produsen, atau pengembang, tetapi berdasarkan tingkat kendali dan 

kewajiban konkret terhadap risiko yang kemudian terwujud menjadi 

kecelakaan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua 

permasalahan, yaitu pertama, bagaimana tantangan atribusi kesalahan 

dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu 

lintas yang melibatkan kendaraan otonom berdasarkan hukum pidana 

Indonesia? Kedua, bagaimana model pertanggungjawaban pidana yang tepat 

dalam kecelakaan kendaraan otonom berdasarkan pendekatan Attribution 

Based on Distributed Control untuk menjamin asas kesalahan, kepastian 

hukum, dan perlindungan terhadap korban? 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 

berfokus pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum (Anjari, 2023). 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan 

hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, 

hasil penelitian, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa 

kamus dan sumber pendukung lainnya (Anjari, 2023). Pengumpulan bahan 

hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan 

secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis 

digunakan untuk menguraikan dan mengkaji permasalahan hukum yang 

ada, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan model 

pertanggungjawaban pidana melalui pendekatan attribution based on 

distributed control sebagai solusi terhadap persoalan atribusi kesalahan 

dalam kecelakaan kendaraan otonom (Wijaya et al., 2025). 

 

Pembahasan/hasil 

A. Tantangan Atribusi Kesalahan dalam Menentukan 

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang 

Melibatkan Kendaraan Otonom Berdasarkan Hukum Pidana 

Indonesia 

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan otonom 

menimbulkan persoalan baru dalam pertanggungjawaban pidana karena 

mekanisme pengendalian kendaraan tidak lagi sepenuhnya berada pada 

manusia (Kubica, 2022). Kendaraan otonom dapat melakukan fungsi 

mengemudi melalui sensor, kamera, radar, perangkat lunak, dan algoritma 

Artificial Intelligence (AI). Dalam kondisi tersebut, keputusan untuk 

mengerem, mempercepat, mengubah arah, atau menghindari objek dapat 

dihasilkan secara otomatis. Apabila terjadi kecelakaan, hubungan antara 

tindakan manusia dan akibat tidak lagi bersifat sederhana. Kesalahan dapat 

berkaitan dengan tindakan pengguna, kegagalan perangkat keras, 

kesalahan algoritma, cacat perangkat lunak, kegagalan pemeliharaan, 
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maupun kekurangan dalam pengawasan. Oleh karena itu, persoalan utama 

bukan sekadar menentukan adanya kecelakaan, tetapi menentukan pihak 

yang secara hukum dapat dibebani kesalahan atas akibat tersebut. 

Berdasarkan hukum positif Indonesia, konstruksi 

pertanggungjawaban pidana lalu lintas masih sangat berorientasi pada 

manusia sebagai pengemudi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengemudi 

serta pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan yang disebabkan oleh 

kesengajaan atau kelalaian (Farizi & Kartika, 2026). Konstruksi tersebut 

relatif sesuai dengan kendaraan konvensional, karena pengemudi 

merupakan pihak yang secara langsung mengendalikan kendaraan. 

Persoalan muncul ketika fungsi tersebut dilakukan oleh sistem otonom. 

Pengguna mungkin berada di dalam kendaraan, tetapi tidak selalu menjadi 

pihak yang menentukan setiap tindakan kendaraan. Dengan demikian, 

penerapan ketentuan pidana secara langsung kepada pengguna berpotensi 

mengabaikan fakta bahwa kendali terhadap kendaraan telah sebagian atau 

seluruhnya dialihkan kepada sistem teknologi (Anh, 2026). 

Persoalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka asas geen 

straf zonder schuld, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan (Sinurat, 2023). 

Keberadaan seseorang sebagai pemilik atau pengguna kendaraan tidak 

secara otomatis membuktikan kesalahan pidana. Harus terdapat perbuatan 

atau kelalaian yang dapat dicela, pelanggaran terhadap kewajiban hukum, 

hubungan kausalitas dengan akibat, dan bentuk kesalahan yang memenuhi 

unsur tindak pidana (Chandra, 2022). Prinsip ini menjadi semakin penting 

dalam kendaraan otonom karena terdapat kemungkinan bahwa pengguna 

telah menjalankan seluruh kewajibannya, tetapi kecelakaan tetap terjadi 

akibat kegagalan sistem yang berada di luar kemampuan pengguna untuk 

mengendalikan atau memperbaikinya. Sebaliknya, pengguna juga dapat 

tetap bertanggung jawab apabila terdapat kewajiban melakukan 

pengawasan atau intervensi yang secara sadar diabaikan. 

Tantangan berikutnya berkaitan dengan distribusi kendali. Dalam 

ekosistem kendaraan otonom, kendali terhadap kendaraan dapat tersebar di 

antara pengguna, operator, produsen, pengembang perangkat lunak, dan 
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penyedia teknologi (Benelli, 2026). Pengguna memiliki kendali terhadap 

penggunaan kendaraan, sedangkan produsen memiliki kendali terhadap 

desain dan integrasi teknologi. Pengembang menguasai aspek perangkat 

lunak dan algoritma, sementara operator dapat memiliki kewenangan 

melakukan pengawasan terhadap kendaraan. Kondisi tersebut 

menyebabkan satu kecelakaan dapat melibatkan lebih dari satu sumber 

risiko. Karena itu, penentuan pertanggungjawaban tidak dapat hanya 

didasarkan pada pertanyaan siapa yang berada di dalam kendaraan, tetapi 

harus menentukan siapa yang mempunyai kendali terhadap risiko yang 

kemudian terwujud menjadi kecelakaan (Saki & Soori, 2026). 

Dalam perspektif teori kesalahan, distribusi kendali harus dikaitkan 

dengan kewajiban hukum masing-masing pihak (Zeiser, 2024). Pengguna 

dapat mempunyai kewajiban mengikuti instruksi sistem dan mengambil alih 

kendali apabila diwajibkan. Produsen mempunyai kewajiban memastikan 

keselamatan desain dan perangkat kendaraan. Pengembang memiliki 

tanggung jawab teknis terhadap perangkat lunak dan algoritma yang 

dikembangkan, sedangkan operator memiliki kewajiban melakukan 

pengawasan sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya. Apabila salah 

satu pihak melanggar kewajiban tersebut dan pelanggaran tersebut 

mempunyai hubungan dengan kecelakaan, maka terdapat dasar untuk 

melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban pidana (Lubis et al., 2025). 

Sebaliknya, apabila tidak terdapat kewajiban hukum yang dilanggar, 

pembebanan pidana tidak dapat didasarkan semata-mata pada hubungan 

faktual dengan kendaraan. 

Atribusi kesalahan juga harus memperhatikan prediktabilitas risiko. 

Pihak yang memiliki pengetahuan dan kendali lebih besar terhadap suatu 

teknologi pada dasarnya mempunyai kemampuan lebih besar untuk 

mengetahui risiko yang mungkin ditimbulkan (Samah, 2024). Produsen atau 

pengembang, misalnya, dapat memiliki informasi mengenai kelemahan 

sensor atau perangkat lunak yang tidak diketahui pengguna. Apabila risiko 

tersebut telah diketahui atau seharusnya dapat diketahui melalui pengujian 

yang wajar, tetapi tidak dilakukan tindakan pencegahan, kondisi tersebut 

dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kealpaan. Sebaliknya, apabila 
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kegagalan teknologi tidak dapat diprediksi berdasarkan pengetahuan yang 

tersedia pada saat kejadian dan tidak terdapat pelanggaran kewajiban, 

atribusi kesalahan pidana harus dilakukan secara hati-hati (Anggara, 

2026).. 

Selain prediktabilitas, kemampuan intervensi merupakan faktor 

penting. Kemampuan seseorang untuk mencegah akibat harus dinilai 

berdasarkan keadaan konkret. Pengguna kendaraan otonom tidak dapat 

dianggap lalai hanya karena tidak mengambil alih kendali apabila sistem 

tidak memberikan peringatan atau waktu yang cukup untuk melakukan 

intervensi (Zhai, Wang, & Liu, 2024). Sebaliknya, apabila pengguna 

memperoleh peringatan yang jelas, mempunyai kesempatan yang memadai, 

tetapi sengaja mengabaikannya, maka kelalaian pengguna dapat menjadi 

relevan secara pidana. Prinsip yang sama dapat diterapkan terhadap 

produsen atau pengembang. Apabila mereka mempunyai kemampuan 

memperbaiki sistem setelah mengetahui adanya kelemahan, tetapi tidak 

melakukannya, kemampuan intervensi tersebut dapat menjadi faktor dalam 

menentukan kesalahan. 

Tantangan selanjutnya adalah pembuktian hubungan kausalitas. 

Kecelakaan kendaraan otonom dapat terjadi karena kombinasi berbagai 

faktor. Misalnya, kecelakaan dapat disebabkan oleh kesalahan sensor, 

kondisi jalan, kegagalan algoritma, dan keterlambatan pengguna dalam 

melakukan intervensi. Dalam keadaan demikian, tidak tepat apabila hukum 

langsung menentukan satu pihak sebagai penyebab tunggal. Harus 

ditentukan apakah tindakan atau kelalaian masing-masing pihak 

merupakan faktor yang secara hukum relevan terhadap terjadinya akibat. 

Hubungan kausalitas juga harus dibedakan dari kesalahan. Terbuktinya 

bahwa suatu perangkat lunak mempunyai hubungan dengan kecelakaan 

tidak otomatis membuktikan bahwa pengembang melakukan kesalahan 

pidana. Masih harus dibuktikan apakah pengembang mengetahui atau 

seharusnya mengetahui risiko tersebut dan mempunyai kewajiban serta 

kemampuan untuk mencegahnya (Pelupessy & Noviya, 2026). 

Permasalahan tersebut diperberat oleh karakteristik sistem AI yang 

sering disebut black box. Sistem dapat menghasilkan keputusan 
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berdasarkan pemrosesan data yang kompleks sehingga proses pengambilan 

keputusan tidak selalu mudah dipahami oleh pengguna maupun penegak 

hukum (Brożek et.al, 2024). Dalam penyidikan kecelakaan, diperlukan 

informasi mengenai kondisi sensor, rekaman perjalanan, keputusan sistem, 

peringatan yang diberikan, tindakan pengguna, serta riwayat pembaruan 

perangkat lunak. Apabila data tersebut berada dalam penguasaan produsen 

atau penyedia teknologi, dapat muncul ketimpangan informasi antara 

korban, aparat penegak hukum, dan perusahaan. Kondisi ini dapat 

menyulitkan pembuktian kesalahan dan hubungan kausalitas. 

Dari perspektif pertanggungjawaban korporasi, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan dasar yang lebih luas 

karena korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana (Saipudin et.al, 2025). 

Hal tersebut relevan apabila kecelakaan berkaitan dengan kebijakan atau 

kegagalan organisasi, misalnya mengabaikan hasil pengujian keselamatan, 

menunda perbaikan sistem, atau tidak melakukan tindakan korektif 

terhadap kelemahan teknologi yang telah diketahui. Namun, 

pertanggungjawaban korporasi juga tidak boleh diterapkan secara otomatis. 

Tetap diperlukan pembuktian mengenai kewajiban, kesalahan, hubungan 

kausalitas, serta keterkaitan antara tindakan atau kebijakan korporasi 

dengan kecelakaan (Saipudin et.al, 2025). Dengan demikian, pengakuan 

korporasi sebagai subjek pidana tidak menghapus asas kesalahan. 

Berdasarkan uraian tersebut, tantangan atribusi kesalahan dalam 

kecelakaan kendaraan otonom dapat dipahami sebagai persoalan distributed 

responsibility. Kendali dan kewajiban tidak selalu berada pada satu subjek, 

sedangkan hukum pidana menuntut adanya subjek yang dapat dicela 

secara individual atau institusional (Mangi, Butro & Memon, 2025). Oleh 

karena itu, atribusi perlu dilakukan melalui tahapan identifikasi sumber 

kecelakaan, pemetaan distribusi kendali, identifikasi kewajiban hukum, 

pemeriksaan prediktabilitas risiko, pemeriksaan kemampuan intervensi, 

pembuktian kausalitas, dan pembuktian kesalahan. Pendekatan demikian 

diperlukan agar pertanggungjawaban pidana tidak berubah menjadi 

pertanggungjawaban berdasarkan akibat semata (Anh, 2026). Dengan 

demikian, tantangan utama hukum pidana Indonesia terletak pada 
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kebutuhan untuk menjembatani konstruksi hukum yang masih berpusat 

pada pengemudi dengan realitas teknologi yang mendistribusikan kendali 

kepada berbagai pihak, tanpa mengorbankan asas legalitas, asas kesalahan, 

kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban. 

 

B. Model Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Kendaraan 

Otonom Berdasarkan Pendekatan Attribution Based on Distributed 

Control 

Kecelakaan yang melibatkan kendaraan otonom menunjukkan 

bahwa model pertanggungjawaban pidana yang hanya berorientasi pada 

pengemudi manusia tidak lagi sepenuhnya memadai (Zhai, Wang, & Liu, 

2024). Kendaraan otonom bekerja melalui suatu ekosistem yang melibatkan 

pengguna, pemilik, operator, produsen, pengembang perangkat lunak, 

penyedia teknologi, dan korporasi. Masing-masing pihak mempunyai tingkat 

kendali, pengetahuan, kewajiban, dan kemampuan intervensi yang berbeda. 

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak tepat apabila ditentukan 

hanya berdasarkan siapa yang berada di dalam kendaraan ketika 

kecelakaan terjadi (Zhai, Wang, & Liu, 2024). Pendekatan yang lebih sesuai 

adalah menentukan pihak yang mempunyai kendali terhadap sumber risiko 

dan kemudian menghubungkannya dengan kewajiban hukum, 

prediktabilitas risiko, kemampuan intervensi, hubungan kausalitas, serta 

kesalahan. Atas dasar tersebut, Attribution Based on Distributed Control 

ditawarkan sebagai model atribusi pertanggungjawaban pidana yang 

menyesuaikan karakteristik kendaraan otonom dengan prinsip dasar 

hukum pidana. 

Model ini berangkat dari asas geen straf zonder schuld atau tiada 

pidana tanpa kesalahan. AI tidak dapat ditempatkan sebagai subjek 

pertanggungjawaban pidana karena AI bukan subjek hukum yang memiliki 

kapasitas untuk menerima celaan pidana sebagaimana manusia atau 

korporasi (Fransisco, 2025).  Ketika sistem otonom menghasilkan keputusan 

yang menyebabkan kecelakaan, analisis hukum harus diarahkan kepada 

manusia atau korporasi yang merancang, mengembangkan, memproduksi, 

mengoperasikan, mengawasi, atau menggunakan sistem tersebut. Dengan 
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demikian, model ini menghindari kecenderungan untuk menjadikan 

kegagalan teknologi sebagai dasar pertanggungjawaban otomatis. Kegagalan 

sistem harus ditelusuri kepada pihak yang memiliki kewajiban dan 

kemampuan untuk mencegah risiko tersebut. 

Titik awal model adalah pemetaan distribusi kendali. Kendali dalam 

kendaraan otonom tidak hanya berarti kemampuan mengendalikan setir, 

pedal, atau rem, tetapi mencakup kemampuan merancang sistem, 

mengembangkan algoritma, menentukan parameter keselamatan, 

melakukan pembaruan perangkat lunak, mengawasi operasi, dan 

melakukan intervensi terhadap kendaraan. Pengguna dapat memiliki 

kendali terhadap penggunaan kendaraan, sedangkan produsen memiliki 

kendali terhadap desain dan integrasi teknologi. Pengembang memiliki 

kendali terhadap perangkat lunak, sementara operator dapat memiliki 

kendali terhadap pengawasan operasional. Pemetaan ini diperlukan untuk 

menentukan pihak mana yang berada dalam posisi paling relevan terhadap 

risiko yang kemudian terwujud menjadi kecelakaan (Samah, 2024). 

Tahap berikutnya adalah identifikasi kewajiban hukum. Setelah 

distribusi kendali diketahui, harus ditentukan kewajiban masing-masing 

pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar keselamatan, 

kontrak, prosedur operasional, dan fungsi teknologi yang dijalankan. 

Pengguna dapat mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atau 

mengambil alih kendali apabila sistem mensyaratkannya. Produsen 

memiliki kewajiban memastikan kendaraan memenuhi standar keselamatan 

dan melakukan tindakan korektif terhadap cacat yang diketahui. 

Pengembang mempunyai kewajiban melakukan pengujian dan memperbaiki 

kelemahan perangkat lunak yang diketahui. Operator mempunyai kewajiban 

melakukan pengawasan sesuai lingkup kewenangannya. 

Pertanggungjawaban pidana baru dapat dipertimbangkan apabila terdapat 

kewajiban konkret yang dapat dilekatkan kepada pihak tertentu dan 

kewajiban tersebut dilanggar. 

Model ini selanjutnya menggunakan prediktabilitas risiko sebagai 

parameter kesalahan. Tidak setiap kegagalan teknologi dapat dipandang 

sebagai kesalahan pidana. Risiko harus dinilai berdasarkan pengetahuan 

https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi


Pertanggungjawaban Pidana Dalam… 
Dida Ajisaka & Teddy Delano 

JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 
Vol. 3, No. 3 Oktober 2026 

 
 

https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi  | 689  

 

dan informasi yang tersedia pada saat kejadian (Samah, 2024).. Apabila 

produsen atau pengembang telah mengetahui adanya kelemahan sistem, 

menerima laporan mengenai kegagalan, atau menemukan risiko melalui 

pengujian tetapi tidak mengambil tindakan pencegahan yang semestinya, 

maka risiko kecelakaan dapat dianggap dapat diprediksi. Sebaliknya, 

apabila suatu kegagalan benar-benar tidak dapat diperkirakan berdasarkan 

pengetahuan yang tersedia dan tidak terdapat pelanggaran kewajiban, 

pemidanaan menjadi tidak dapat dibenarkan hanya karena akibatnya telah 

terjadi. 

Parameter berikutnya adalah kemampuan intervensi. Prinsip ini 

penting untuk membedakan antara pihak yang mempunyai kendali formal 

dengan pihak yang mempunyai kemampuan nyata untuk mencegah 

kecelakaan. Pengguna, misalnya, tidak dapat langsung dinyatakan bersalah 

apabila tidak mengambil alih kendaraan ketika sistem tidak memberikan 

peringatan atau waktu intervensi yang memadai. Sebaliknya, apabila 

pengguna memperoleh peringatan yang jelas dan memiliki kesempatan 

untuk mengambil alih tetapi dengan sengaja mengabaikannya, kelalaian 

dapat dipertimbangkan. Prinsip yang sama berlaku terhadap produsen atau 

pengembang yang mempunyai kemampuan memperbaiki sistem setelah 

mengetahui adanya kelemahan. Dengan demikian, kemampuan intervensi 

menjadi parameter untuk menentukan apakah seseorang secara nyata 

mempunyai kesempatan mencegah akibat. 

Setelah kendali, kewajiban, prediktabilitas, dan kemampuan 

intervensi dianalisis, tahap berikutnya adalah pembuktian hubungan 

kausalitas. Dalam kendaraan otonom, kecelakaan dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor sekaligus. Misalnya, kegagalan sensor dapat terjadi 

bersamaan dengan kesalahan perangkat lunak dan keterlambatan 

pengguna melakukan intervensi. Oleh karena itu, hukum harus 

membedakan antara penyebab faktual dan penyebab yang relevan secara 

hukum. Keterlibatan suatu pihak dalam ekosistem kendaraan tidak 

otomatis membuktikan bahwa pihak tersebut merupakan penyebab 

kecelakaan. Harus terdapat hubungan yang dapat dibuktikan antara 

tindakan atau kelalaian pihak tersebut dengan akibat yang terjadi. 
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Pembuktian kausalitas kemudian harus diikuti pembuktian 

kesalahan. Hal ini merupakan pembatas penting agar model tidak berubah 

menjadi pertanggungjawaban pidana objektif. Misalnya, apabila ditemukan 

bahwa perangkat lunak menjadi salah satu penyebab kecelakaan, keadaan 

tersebut belum cukup untuk memidana pengembang. Harus diperiksa 

apakah pengembang mengetahui atau seharusnya mengetahui kelemahan 

perangkat lunak, apakah terdapat kewajiban memperbaikinya, apakah 

pengembang memiliki kemampuan melakukan intervensi, dan apakah 

kelalaiannya mempunyai hubungan dengan kecelakaan. Dengan demikian, 

hubungan kausalitas dan kesalahan merupakan dua tahap yang harus 

dibuktikan secara terpisah. 

Model tersebut juga dapat diterapkan terhadap pertanggungjawaban 

korporasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah 

mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam konteks 

kendaraan otonom, pertanggungjawaban korporasi dapat relevan apabila 

kecelakaan merupakan akibat kebijakan atau kegagalan organisasi, seperti 

mengabaikan hasil pengujian keselamatan, menunda perbaikan sistem, 

tidak melakukan penarikan kendaraan yang bermasalah, atau mengabaikan 

informasi mengenai risiko yang telah diketahui. Namun, 

pertanggungjawaban korporasi tetap harus dibangun berdasarkan 

kesalahan dan keterkaitan antara keputusan atau kegagalan organisasi 

dengan akibat yang terjadi. Status sebagai produsen kendaraan tidak 

dengan sendirinya cukup untuk membentuk pertanggungjawaban pidana. 

Keunggulan model Attribution Based on Distributed Control terletak 

pada kemampuannya mencegah dua bentuk ketidakadilan. Pertama, model 

ini mencegah over-criminalization terhadap pengguna kendaraan yang 

sebenarnya tidak memiliki kendali terhadap kegagalan sistem. Kedua, model 

ini mencegah liability gap, yaitu keadaan ketika tidak ada pihak yang dapat 

dimintai pertanggungjawaban karena kesalahan tersebar di antara manusia 

dan teknologi. Model tersebut menempatkan tanggung jawab berdasarkan 

tingkat kendali dan kewajiban sehingga pihak yang paling relevan terhadap 

sumber risiko dapat diidentifikasi secara lebih objektif. 
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Dalam perspektif teori tujuan hukum, pendekatan ini juga berupaya 

menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 

(Nainggolan, 2024). Keadilan diwujudkan melalui pemberian 

pertanggungjawaban kepada pihak yang benar-benar memiliki kesalahan 

dan perlindungan terhadap korban kecelakaan. Kepastian hukum 

diwujudkan melalui parameter yang dapat digunakan untuk menentukan 

kapan seseorang atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Sementara itu, kemanfaatan diwujudkan dengan memberikan ruang bagi 

perkembangan teknologi tanpa menghilangkan tuntutan keselamatan dan 

perlindungan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak menjadi 

penghambat inovasi, tetapi juga tidak membiarkan perkembangan teknologi 

menciptakan ruang tanpa pertanggungjawaban. Secara operasional, model 

ini dapat dirumuskan dalam alur: 

 

Gambar 1. Alur Model Attribution Based on Distributed Control 

Alur pada Gambar 1 menunjukkan bahwa penentuan 

pertanggungjawaban tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui 

serangkaian tahapan yang bertujuan menguji keterkaitan antara subjek 

hukum, risiko, kendali, kewajiban, dan akibat. 

Kontribusi model tersebut terhadap pengembangan hukum pidana 

terletak pada perubahan cara pandang terhadap atribusi kesalahan. Dalam 

kendaraan konvensional, titik berat analisis dapat diletakkan pada tindakan 

pengemudi. Dalam kendaraan otonom, titik berat tersebut perlu diperluas 
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menjadi analisis terhadap distribusi kendali atas risiko. Dengan demikian, 

hukum pidana tidak perlu menciptakan subjek pidana baru berupa AI, 

tetapi mengembangkan mekanisme atribusi terhadap manusia dan 

korporasi yang berada di balik desain, pengembangan, pengoperasian, dan 

pengawasan teknologi (Fransisco, 2025). 

Dengan demikian, model Attribution Based on Distributed Control 

dapat menjadi konstruksi konseptual untuk mengisi kesenjangan antara 

perkembangan kendaraan otonom dan prinsip pertanggungjawaban pidana. 

Model tersebut memastikan bahwa kecelakaan tidak semata-mata 

menghasilkan pertanggungjawaban berdasarkan akibat, tetapi melalui 

pembuktian bertahap mengenai kendali, kewajiban, prediktabilitas, 

intervensi, kausalitas, dan kesalahan. Pendekatan ini sekaligus menjaga 

keseimbangan antara perlindungan korban dan hak pihak yang diduga 

bertanggung jawab, sehingga penerapan hukum pidana terhadap kendaraan 

otonom tetap berlandaskan asas legalitas, asas kesalahan, kepastian 

hukum, keadilan, dan proporsionalitas (Dee et al., 2025). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tantangan 

atribusi kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan 

lalu lintas yang melibatkan kendaraan otonom terletak pada distribusi 

kendali antara pengguna, operator, produsen, pengembang perangkat 

lunak, dan penyedia teknologi. Hukum pidana Indonesia yang masih 

bertumpu pada konstruksi pengemudi manusia menghadapi kesulitan 

ketika kecelakaan terjadi akibat interaksi antara tindakan manusia dan 

kegagalan sistem AI. Penentuan pertanggungjawaban tidak dapat hanya 

didasarkan pada kepemilikan atau penggunaan kendaraan, tetapi harus 

memenuhi asas legalitas dan geen straf zonder schuld melalui pembuktian 

kewajiban hukum, kesalahan, hubungan kausalitas, prediktabilitas risiko, 

serta kemampuan melakukan intervensi. Kompleksitas sistem AI dan 

karakteristik black box juga menjadi tantangan dalam memperoleh bukti 

mengenai sumber kegagalan dan pihak yang menguasai risiko. 
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Selanjutnya, pendekatan Attribution Based on Distributed Control 

dapat digunakan sebagai model untuk menentukan pertanggungjawaban 

pidana secara lebih proporsional. Model ini menempatkan distribusi kendali 

sebagai titik awal atribusi, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi 

kewajiban hukum, pemeriksaan prediktabilitas risiko, kemampuan 

intervensi, hubungan kausalitas, dan pembuktian kesalahan. Dengan 

demikian, pertanggungjawaban dapat diarahkan kepada pengguna, 

operator, produsen, pengembang, maupun korporasi sesuai dengan tingkat 

kendali dan kewajibannya terhadap risiko kecelakaan. Pendekatan ini tidak 

menempatkan AI sebagai subjek pidana, melainkan tetap mengarahkan 

pertanggungjawaban kepada manusia atau korporasi yang memenuhi unsur 

pidana. Model tersebut dapat menjadi dasar pengembangan hukum pidana 

Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, kepastian 

hukum, kemanfaatan, perlindungan korban, dan perkembangan teknologi 

kendaraan otonom. 
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